
 

 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA PARIAMAN 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan 

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Pariaman Tahun 2024; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan  Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

SALINAN 



  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata 
Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 826); 

  6. 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN 
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2024. 

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 



Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 
KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU terhitung sejak bulan Januari sampai 

dengan bulan Desember 2024.  
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan 

ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Komisi  Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun Anggaran 
2024. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Pariaman 
pada tanggal 4 Januari 2024 

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN, 

 

ttd.  
 

ALI UNAN 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA PARIAMAN 
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia 

 

 

 
Sri Sundari 

 

  



LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 
 

 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 
 

No Nama Jabatan Jabatan dalam Satuan Tugas 

1. Ali Unan, S.Kom. Ketua KPU Kota Pariaman Pengarah 

2. Dharma Syorgana Putera Anggota KPU Kota Pariaman Pengarah 

3. Fitra Yandi, S.Pd. Anggota KPU Kota Pariaman Pengarah 

4. Afriwaty Zen, S.P. Anggota KPU Kota Pariaman Pengarah 

5. Junaldi Ismail, S.E. Anggota KPU Kota Pariaman Pengarah 

6. Darlis, S.Sos., M.M. Sekretaris KPU Kota Pariaman Penanggung Jawab 

7. Sri Sundari, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Ketua 

8. Akhirulsyah, S.H. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 

Tim Kerja 

  



No Nama Jabatan Jabatan dalam Satuan Tugas 

9. Suhelman, S.E., M.Si. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Tim Kerja 

10. Widya Hasan, S.Sos, M.I.Kom. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Tim Kerja 

11.  Indra Deswita, S.Sos. Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Ahli Muda 
Tim Kerja 

12.  Syaiful Staf Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat 

13.  Dedy Junaidi, S.AP. Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi 

dan Hubungan Masyarakat 

Sekretariat 

14.  Ilyasa Putra, A.Md. Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat 

15.  Willy. S, A.Md. Staf Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA PARIAMAN, 

 
ttd.  

 

ALI UNAN 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA PARIAMAN 

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia 

 

 
 

Sri Sundari 



LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 
PARIAMAN TAHUN 2024 

 

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 

 

1. Pengarah, bertugas untuk: 

­ Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan 
dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman; 

­ Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan 

keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-

undangan. 

 
2. Penanggung jawab, bertugas untuk : 

­ Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang 

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Pariaman; 

­ Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kota 

Pariaman. 

 
3. Ketua, bertugas untuk : 

­ Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Pariaman; 

­ Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan 

dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman; 

­ Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pariaman. 

 

4. Tim Kerja, bertugas untuk : 

­ Melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman; 

­ Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, 

kompleksitas, dan sifat dari tugas Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pariaman. 

 
5. Sekretariat, bertugas untuk : 

­ Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata 

kearsipan yang diperlukan; 

­ Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan 

Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 
 

 

 
 



 

­ Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 

­ Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada 

Penanggungjawab. 

 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA PARIAMAN, 
 

ttd.  

 
ALI UNAN 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA PARIAMAN 

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia 

 
 

 

Sri Sundari 
 


	NOMOR 1 TAHUN 2024

